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TENTANG

PETilBERIAII TAIIBAI{A1T PIITGHASILAIT BERDASARKA$ PERTITilBAITGAI{
OBJEKTIF LAINIITYA KEPADA TItril PEHGETOLA PEITGEMBANGAI{ WEBSITE

JARINGAN DOKT'IVIENTASI DAfi IITTORIIASI HUKTIIVI
I{ABUPATEfl ITAT}IAIIERA BARAT

TAHI'$ AITCdiARAil 2U22

BUPATI I{ALMAIIERA BARAT,

Menimbang : a, bahu,a dalam rangka implementasi pasai 3 peraturan presiden
Nomor 33 Tahun 2aL2 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Infbr:nasi Hukum Nasional dan untuk menjamin terciptanva
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan
akurat serta uptadate akses oleh publik sebagai salah satu w-ujud
tata pemerjntahan yang baik, t,ransparan, efektif, elisien dan
berlarlggungjar,vab;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap
mampu dan memenuhi syarat serta memiiiki kompetensi dibidang
pengelolaan informasi dan teknologi trerbasis website;

c. bahr,va berdasalkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud. huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pemberian Tambahan Pengtrrasilan Berdasarkan pertimbangaa
objektif Lainnya Kepada Tim pengelola pengembangan website
Jaringan Dokumentasi dan Inforrnasi Hukum Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A2'2.

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun lgSB tentang penetapan
lJndang-undang Nomor '23 Daruat Tahun lgsz tentar"ig
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Ii Dalarn Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi lJndang-undang;

2. undang*undang Nomor 46 Tahun lggg tentang pembentukan
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Setragaimana Telah Diubah Dengan Lrndang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. undang*undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahe::a Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Tirnur d"an Kota
Tidore Kepuiauan di Provinsi Maluku Utara;

4. undang-undang Nomor 17 Tahun 2oa3 knta.ng Keuangan Negara;
5. undang-undang Nomor 1 Tahun za04 tentang perbenclaharaan

Negara;
6" undang-undang Nomor 33 Tahun zao{ tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7 " undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaac

Mengingat :

Infonnasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 5

Negara;
9. Undang-undang Nomor 23

l)aerah;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 5s 'rahun 200s tentang Dana

PerimLrangan;
ll.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 20Ig tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;

'Iahun 2074 tentang Aparatur Sipil

Tahun 2AA tentang Pemerintahan

d
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12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi da.n "Iaringan Infornasi Hukum Nasional;

13.Keputusan Presiden R.I Nomor g1 Tahun 1999 tentang Jaringan
IJokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 2
Tahun 2013 tentang Standarisasi Teknis Pengelolaan JDIHN;

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 20'20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2I tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Haimahera Barat Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pernbentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
'2A'22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja I)aerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A22;

18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 20'22 tentang
Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A'22.

MEIIIUTUSKAN:

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya Kepada Tim Pengelola Pengembangan Website
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten
Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2A22, dengan susuna-rr
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
Tim Pengelola Pengembangan Website sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, dalam melaksanakan fugas dan tanggungiawabnya
diberikan Honorarium setiap bulalnya sesuai T\rgas Pokok dan
Fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan Website Jaringan
Dokumentasi dan Infonnasi Hukum.
Tim Pengelola Pengembangan Website sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Segala biaya yang akan 'imbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A22.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal : 3 Januari '2022

BUPATI BARAT,

Tembtsan disa;mpaik(,;n kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maiuku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ha-lmahera Barat di Jailoio,
5. liepaia BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

JAMES UANG
Ass. Bid. Eko & Pemb.

Kabag. Hukum & Orgs
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LAMPIRAN

?BNTANG

KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : l7.B /KPTSI I l'2O22
TANGGAL :3JANUARI'2A22

PBNBTAPAN PEMBb]RIAN TAMBAHAN PENGHASII.AN
BERDASARKAN PtrRTIMBANGAN OBJEKTIIi LAINNYA KtrPADA
TIM PtrNGtrLOLA PENGtrMBANGA]\' WtrEJSiTtr JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
r{AI.MAHtrRA BARAT TAHUN ,qNGGARAN 2022

EO. Nama Jabatan
Kedudqkaa
Da1am Tim

Satuan Besaran Hou.or
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Jason K. Lai*mo, SH, LLM

Feraw-ati Silalahi, SE

Daryanti Katimpali, SH

Fataha idrus, SE

Rina Rauf, SH

Mitto Danta

Sance L. Lalu

Marlina, SH

Merlin M. Ory, ST

Kartini Rondonurn,u
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Krri:ag l-{i-rkurn elan
Crganisa*i

Kasubag
Dokumentasi dan
Bantuan Hukum

Kasubag Peraturan
Perunciang-undangan

KasuLrag Organisasi
dan Tata Laksana

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Penanggungjarn al:

i{etua

Anggota

Anggota

Angg0ta

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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I olt,
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o/h

a/b

o/b

o/b

olb

o/b

alb

Ri:

Rp.

Rp 200.000,

200.000,Rp

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 2AA"AAO,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp" 200.000,-

.Btkretaris Ilaerah

,4ss. Birl. Eko & Pemb.

Kabag. Hukum & Orgs
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